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PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TINGKAT II BANDUNG NOMOR 08 TAHUN 1996 TENTANG

TANDA DAFTAR KEGIATAN USAHA

DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

bahwa ketentuan kegiatan usaha sektor informal telah diatur dengan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08
Tahun 1996;

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah jenis pungutan yang diatur dalam
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud butir a diatas tidak boleh lagi
dilaksanakan dan harus dihapus, sehingga Peraturan Daerah termaksud
harus diubah;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir b di atas, perlu
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3037) ;



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3215) ;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3358);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang
Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah
lewat tenggang waktu pengesahan ;

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1458/KP/12/84 tentang
Surat [jin Usaha Perdagangan (SIUK);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04
Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi
Ancaman Pidana;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10
Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung;



Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05
Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Kotamadya/Daerah dan Sekretariat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat I1
Bandung;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02
Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota 1991 - 2001;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20
Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Bandung;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06
Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan di Kotamadya Daeerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IIT BANDUNG
NOMOR 08 TAHUN 1996 TENTANG TANDA DAFTAR
KEGIATAN USAHA DI KOTAMADYA  DAERAH TINGKAT II
BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun
1996 tentang Tanda Daftar Kegiatan Usaha yang ditetapkan tanggal 18 Juni
1996 dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 29 Januari 1997 Nomor
188.342/Sk.84-Huk/97 dan diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Maret 1997 Nomor 9 Tahun. 1997 Seri
B dan diubah pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 1 butir f, Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus, sehingga yang

semula Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 (lama) menjadi Pasal 7, 8§, 9, 10,
11,12, dan 13 (baru).

B. Pasal 11 ayat (1) berbunyi :

Pasal 11
(1) Barang siapa melanggar Pasal 2, 3 dan 6 Peraturan Daerah ini, diancam
Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :



Pasal 11 (lama) atau 9 (baru)

(1) Barangsiapa melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Daerah
ini, diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Pebruari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,
ttd. ttd.
Drs. H. ISMAN DJAJAPRAWIRA WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :
Nomor : 188.342/SK.430-Huk/1999
Tanggal : 10 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 14

Tanggal : 20-Mei-1999
Tahun : 1999
Seri : B
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